
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2002 

TENTANG 

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 

ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 

1945; 

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PELAKSANA KEGIATAN 

USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, 

Eksploitasi, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja 

Sama, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 



2. Departemen adalah departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah di bidang energi dan 

sumber daya mineral. 

 

3. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang 

dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN STATUS 

 

Pasal  2 

 

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana. 

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) berstatus badan hukum 

milik negara. 

 

Pasal  3 

 

Badan Pelaksana berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta. 

 

Pasal  4 

 

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tidak mencari 

keuntungan. 

 

BAB III 

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN 

 

Pasal  5 

 

(1) Kekayaan Badan Pelaksana merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 

(2)  Nilai kekayaan awal Badan Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

berdasarkan perhitungan bersama oleh Departemen, Departemen Keuangan, 

dan Pertamina. 

(3) Pengalihan kepemilikan dan penghapusan kekayaan Badan Pelaksana dapat 

dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. 

(4) Badan Pelaksana wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana  

dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal  6 



 

(1) Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan atas pelaksanaan 

fungsi dan tugasnya. 

(2) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan negara dari setiap 

Kegiatan Usaha Hulu. 

(3) Badan Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana kepada 

Menteri Keuangan setiap tahun anggaran Badan Pelaksana. 

(4) Anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan 

setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. 

 

Pasal  7 

 

(1) Badan Pelaksana mengelola dana pembiayaan kegiatan dan dana cadangan 

pembiayaan operasional. 

(2) Besar dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

bersamaan dengan penetapan dan pengesahan  anggaran pendapatan dan 

belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana oleh Menteri Keuangan. 

(3) Surplus dana sebagai selisih penerimaan Badan Pelaksana sebagai-mana 

dimaksud dalam  Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan dana pembiayaan 

kegiatan dan dana cadangan pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dan penerimaan dari pengalihan kekayaan Badan Pelaksana 

merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

Pasal  8 

 

Pedoman mengenai pengelolaan kekayaan, tata cara penyusunan anggaran pendapatan 

dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

 

Pasal  9 

 

(1) Badan Pelaksana mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan. 

(2) Pengelolaan keuangan Badan Pelaksana dilaksanakan dengan prinsip efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel. 

 

 

 

BAB IV 



ORGANISASI 

 

Pasal  10 

 

Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha 

Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat 

memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

 

Pasal 11 

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pelaksana 

mempunyai tugas: 

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal 

penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; 

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama 

kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk 

mendapatkan persetujuan; 

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  c; 

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai 

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; 

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. 

 

Pasal  12 

 

Dalam menjalankan tugas, Badan Pelaksana memiliki wewenang: 

a. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya  integrasi dan sinkronisasi 

kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; 

b. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak 

Kerja Sama; 

c. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; 

d. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik 

negara; 

e. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan 

dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu. 

 

 

Pasal 13 



 

(1) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan 

tenaga administrasi. 

(2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Kepala Badan 

Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, dan Deputi-deputi. 

(3) Deputi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) 

orang. 

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah paling banyak 5 

(lima) orang. 

 

Pasal 14 

 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan internal pada Badan Pelaksana dibentuk Unit 

Pengawasan. 

(2) Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kepala Unit Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Pelaksana. 

 

Pasal 15 

 

Tugas dan wewenang Kepala Badan Pelaksana adalah: 

a. memimpin dan mengelola Badan Pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugas 

Badan Pelaksana; 

b. menandatangani Kontrak Kerja Sama; 

c. menyiapkan rencana kerja, dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan 

Badan Pelaksana; 

d. melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu; 

e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan Badan Pelaksana 

secara berkala kepada Presiden; 

f. mewakili Badan Pelaksana di dalam dan di luar Pengadilan; 

g. mengangkat dan memberhentikan personalia Badan Pelaksana. 

 

Pasal  16 

 

(1) Wakil  Kepala bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan 

Pelaksana. 

(2) Dalam hal Kepala Badan Pelaksana berhalangan tetap, Wakil Kepala 

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Kepala Badan Pelaksana sampai 

dengan diangkat pejabat yang definitif. 

 

 

Pasal  17 


